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IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nienimbang

Mengingat

Mempernatikan

*“ KOBER AL-FAJRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

it

Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan
dapat mencapai hasil yung optimal, dipandang perlu menetapkan
keputusan Kepala [inas tentang  pendirian  dan  penvelenggarnan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Babhwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim
wcknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten tehasi telah
merekomendasikan  yang layak  memperoleh  izin pendivian
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dun b d alas.
dipandang  perlu menetapkan  pemberian  izin pendirian  dan
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PALID):

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisten: Pendidikan Nasional:
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 teitang sistem Pemerintah Daerali:
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1950 tentang P=adidikan Pra Sckolah:
Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 lentang tenags Lependidikan
sebugaimana telah diubah dengan Peratwian Pemerintah No. 39 tahur
2000y

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaar Nomow : 060/L/2002
ientang Pendirian Sekolah:

. Peraturan Pemerintalh No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Sekolah;

Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Oreanisasi
Perangkat Daerah Kabupaten;

Peraturan Daerah Kobupaten Bekasi No. 7 tahur 2008 tanggal 12
November 2008 tentung Organisasi Perangkat Dacran Kabupaten Bekasi,

. Peraturan Bupati Bekesi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor -
421.10/196/Kep/Disdit: 2005 tanggal 25 Februari 2005 lentang Standar
Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelengearaan Kursus
Pendidikan  Luar Sekolah vang diselenggarakan masvarakal,  Pusat
Kegiutan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidilan Anak
Usia Dini (PAUD).
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
: Surat permohonan dari Notaris Amelya Zahara, SH Nomor 11/NA/V/2013 tanpa
tanggal perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal

20 Juni 2013; .

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di

Membaca

Menimbang :

Mengingat :

Men
PERTAMA

KEDUA

NOMOR : AHU - 4469.AH.01.04.Tahun 2013 .

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

p kepada K ian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah

dapat disahkan;
I:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

hi syarat sebagaif diatur dalam p perundang-undangan, sehingga
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Ind:

MEMUTUSKAN

J

YAYASAN AL FAJRI CAHAYA UMMAT g
NPWP : 31.593.665.8-414.000 =

Berkedudukan di Kabup Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 146 tanggal
07 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris Amelya Zahara, SH berkedudukan di
Kabupaten Bekasi. -

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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